BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR |8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR & TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN AN GGOTA

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa guna penyesuaian kebutuhan belanja penyediaan

kebutuhan rumah tangga Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan
kenaikan dan/atau perubahan harga yang berlaku, maka
perlu merubah besaran kebutuhan minimal rumah tangga
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka besaran
kebutuhan minimal rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2020 tentang



Mengingat

1.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ratyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ratyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 20 dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan :

a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2018 Nomor 3);

b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2020 Nomor 68);

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam
program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

(2) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:



b.
C.

d.

kebutuhan makan dan minum harian;
kebutuhan makan dan minum jamuan tamu;
kebutuhan loundry dan cleaning service; dan

kebutuhan rumah tangga lainnya.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai
berikut;

.

Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp35.000.000,00
(tiga puluh lima juta rupiah); dan

Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp.
30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal ‘1:} et izot
PATI GROBOGAN,

e

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 19
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